BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan
Salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan izin suami beristeri lebih
dari seorang adalah persetujuan isteri atau isteri-isteri, karena persetujuan Isteri
merupakan suatu hal yang mutlak bagi suami yang beristeri lebih dari seorang.
Persetujuan Isteri diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Walaupun ada
persetujuan tertulis, dipertegas dengan persetujuan lisan oleh isteri di persidangan.
Apabila isteri tidak memberikan persetujuanya tetapi hakim memberikan izin kepada
suami untuk beristeri lebih dari seorang maka isteri dapat mengajukan banding atau
kasasi. Intepretasi dalam Pasal 5 ayat (2), yang dimaksud isteri tidak dapat menjadi
pihak apabila isteri hilang dan tidak ada kabar berita, maka dari itu suami perlu
mengajukan mahfud yaitu penetapan yang menyatakan bahwa isteri hilang tidak ada

kabar berita.

B. Saran

1. Hakim dalam memberi pertimbangan seharusnya melihat dari dua sisi yaitu suami
dan isteri dan melihat berbagai aspek baik secara psikis isteri, sosiologisnya, tidak
hanya karena isteri memberi persetujuan saja serta melihat akibat kedepanya
apabila megizinkan suami beristeri lebih dari seorang dengan berbagai macam

pertimbangan.
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2. Tugas Juru Sita seharusnya lebih difungsikan dalam kasus suami beristeri lebih
dari seorang apabila dalam perkawiannya isteri mengalami ketidak adilan.
Pengadilan lewat juru sita harus menjalan eksekusi dari penetapan yang telah
ditetapkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi masalah, hukum harus ditegakkan
demi tercapainya kepastian hukum serta melindungi hak-hak isteri suami kelak
tidak bertanggungjawab dengan isteri atau anak-anaknya mengindari adanya
penelantaran isteri dan anak. Sehingga surat pernyataan suami dapat berlaku adil
tidak hanya surat belaka. Isteri atau isteri-isteri dan anak-anakpun terlindungi hak-

haknya.
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